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ABSTRAK

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENELITIAN PADA LAPAS KELAS 11 A BINJAI)

Fransisco M. Manihuruk*
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH**
Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH**

Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) terhadap
narapidana narkotika, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti
bersyarat (CB) kepada narapidana narkotika perlu dilakukan dengan kriteria, syarat
dan mekanisme yang tepat. Dalam memperoleh pembebasan bersyarat (PB) dan cuti
bersyarat (CB) dalam hal ini narapidana narkotika harus memenuhi beberapa
persyaratan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah
yakni : Bagaimanakah dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat, Bagaimanakah mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat
terhadap narapidana narkotika di Lapas Binjai, dan Bagaimanakah hambatan dalam
pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan,
sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan
pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Binjai.

Pemberian pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana narkotika dan/atau
keluarga narapidana narkotika setelah narapidana tersebut menjalani masa hukuman
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan masa
hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan 2/3 (dua per tiga) masa
pidana tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan pemberian cuti bersyarat diberikan oleh
narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi
syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah
narapidana tersebut menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Narapidana Narkotika

*Mahasiswa Program Studi llmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan
** Dosen Program Studi llmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing | dan I1.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik bertujuan untuk melindungi
kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan. Apabila terjadi kejahatan maka
negara berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dengan mengadili pelakunya
ke pengadilan meski korban tidak menuntut. Penegakan hukum pidana dimaksudkan

untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan seseorang.

Secara terperinci undang-undang telah mengatur tentang bilamana suatu
pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, jenis pidana yang bagaimanakah yang
dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan
atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan dan dengan cara yang

bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum, hukuman pidana adalah yang
terberat dibandingkan dengan hukuman dibidang hukum lainnya. Bandingkan dengan
hukuman disiplin, hukuman perdata, dan hukuman administrasi. Padahal dikehendaki
hukum pidana bukan hanya sekedar pembalasan melainkan sekaligus perbaikan.

Dalam hal ini tentunya ada saja yang merupakan kekecualian.



Oleh karena itulah kiranya mengapa pidana dan pemidanaan semakin
menonjol, karena menyangkut hak asasi manusia dalam kaitannya dengan ukuran
mengancamkan dan kemudian menjatuhkan suatu jenis atau macam pidana dalam
rangka mengayomi masyarakat, memperbaiki yang tersesat, mengembalikan

kepercayaan masyarakat dan sekaligus sebagai pelunasan hutang yang bernama dosa.!

Tentang apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana,
ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sedang sebagian besar telah diatur didalam yang disebut hukum
panitensier atau panitentiaire recht yang oleh Van Bammelen diartikan sebagai
hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-

lembaga pemidanaan.?

Lembaga-lembaga pemidanaan sebagaimana yang dimaksudkan antara lain
yaitu lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda
dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda
tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim seperti yang telah diatur di dalam

Pasal 10 huruf-huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan

terdapat 3 hal yakni : 3

1. Untuk memperbaiki pribadi,

! Mompang Panggabean dan Sianturi, Hukum Panitensia, Alumni AHAEM-PETEHAEM,
Jakarta, 1996, hal. 1.

2 p.AF. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hal. 2.

3 P.A.F Lamintang dan Theo Lumintang, Hukum PenitenSier Indonesia, 2004, Jakarta, Sinar
Grafika, hal. 11.



2. Untuk membuat efek jera, dan
3. Untuk membuat narapidana menjadi tidak melakukan kejahatanyang lain.

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan
pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang merupakan bagian dari hak-hak warga
binaan pemasyarakatan. Pada dasarnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana
untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna
mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat
untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat perlu
mengatur secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara pemberian pembebasan

bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan
dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang
terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan
tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses
pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan
tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga

pemasyarakatan atau rumah tahanan yang disebut sebagai narapidana.*

4 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.48.



Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan masyarakat sebagai sarana
penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-
undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya
pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan narapidana
diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain.
Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek jera, melainkan sebagai upaya preventif

atau mencegah terjadinya kejahatan.®

Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan masyarakat sebagai sarana
penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Khusus mengenai pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat
(CB) terhadap narapidana narkotika, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sudah tidak sesuai

dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri

5 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, 1986, Jakarta, Pradnya Paramita,
hal. 67.



Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) kepada
narapidana narkotika perlu dilakukan dengan kriteria, syarat dan mekanisme yang
tepat. Dalam memperoleh pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) dalam
hal ini narapidana narkotika harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di

Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah
dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti
Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I A Binjai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat?

2. Bagaimanakah mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap

narapidana narkotika di Lapas Binjai?



3. Bagaimanakah hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat.

2. Untuk mengetahu mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat

terhadap narapidana narkotika di Lapas Binjai.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan

cuti bersyarat.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis

Secara akademik dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan
serta menjadi pengetahuan bagi kalangan masyarakat umumnya tentang
Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana
Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjadi referensi bagi
mahasiswa untuk dapat menjadi bahan pembuatan judul-judul akademik

yang berkesinambungan dengan judul yang penulis buat.



2.  Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumber pengetahuan dan wawasan tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat
dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika serta syarat dan juga

pelaksanaannya.
3. Manfaat Praktis

Secara praktis dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga
Pemasyarakatan serta menjadi bahan masukan pemberian Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Binjai.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran dari kepustakaan di Universitas Pembangunan Panca
Budi Medan dan internet, maka penelitian yang berjudul ”Pemberian Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Binjai)”, belum pernah ada yang melakukan
penelitian ini sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini dijamin keasliannya dan
dapat dipertanggungjawabkan dari segi isinya, namun ada beberapa penelitian yang

mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain :



1. Andi M. Erwin Febrian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar, 2016, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I A Makassar Periode 2012-2015). Yang menjadi
rumusan masalah yakni bagaimanakah aturan perundang-undangan tentang
pembebasan bersyarat, bagaimanakah pelaksanaan pemberian Pembebasan
Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar
Periode 2012-2015 dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam
pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas | A Makassar.®

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi M. Erwin Febrian berbeda
dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi tersebut lebih
membahas pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana
menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan
penelitian penulis lebih mengarah kepada Pemberian Pembebasan bersyarat
dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika berdasarkan

Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan juga berbeda dalam lokasi penelitian.

2. Agus Sutriyono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2017, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana.

8 Http://repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.


http://repositori.uin-alauddin.ac.id/

Yang menjadi rumusan masalah yakni Apakah pemberian pembebasan
bersyarat efektif dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas Il A Seragen,
Kelas Il A Ambarawa dan Kelas Il B Klaten, Hambatan-hambatan apa yang
ditemui dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas
Il A Seragen, Kelas Il A Ambarawa dan Kelas Il B Klaten dan bagaimana
upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat di Lapas Kelas Il A Seragen, Kelas Il A Ambarawa dan Kelas Il B

Klaten.’

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutriyono berbeda dengan
penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi tersebut lebih membahas
efektivitas dalam pembinaan narapidana sedangkan penelitian penulis lebih
mengarah kepada Pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat

terhadap narapidana narkotika dan juga berbeda dalam lokasi penelitian.

Andi Muhammad Dirga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar, 2015, Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lapas Kota
Makassar Tahun 2012-2015. Yang menjadi rumusan masalah yakni
bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai

pembebasan bersyarat terpidana dan bagaimana penerapan pembebasan

7 Http://eprints.ums.ac.id/20117/22/02, diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.


http://eprints.ums.ac.id/20117/22/02
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bersyarat terpidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di

Lapas Kota Makassar.®

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Dirga berbeda
dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi tersebut lebih
membahas tinjauan yuridis pembebasan bersyarat terpidana menurut
Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun 2012 sedangkan penelitian penulis
lebih mengarah kepada Pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat
terhadap narapidana narkotika berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun

2018 dan selain itu juga berbeda dalam lokasi penelitian.

Berdasarkan ke 3 hasil penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian
skripsi “Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana
Narkotika (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Binjai)”.
Dalam hal ini yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini yakni bagaimanakah
aturan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat menurut Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, bagaimanakah
pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana narkotika di
Lapas Binja dan bagaimanakah pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat
terhadap kasus narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 di Lapas Binjai.

8 Http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20117/22/02, diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul
20.00 WIB.


http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20117/22/02
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F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Pengertian pembebasan bersyarat berdasarkan Penjelasan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 Ayat (1)
Huruf (k), yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya
narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya

dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat dalam Pasal 1 Ayat (6), bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan
narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak

pidana; terhukum.®

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, https://kbbi.kata.web.id diakses tanggal 2
Februari 2021.


https://kbbi.kata.web.id/
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Menurut kamus hukum pengertian narapidana yaitu orang yang sedang

menjalani pidana atau hukuman dalam penjara; orang tahanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (7) Narapidana adalah terpidana yang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat dalam Pasal 1 ayat (1), Narapidana adalah terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Dwijaya Priyatno menerangkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana
sebagai manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar
bermasyarakat dengan baik.'! Sedangkan menurut Adami Chazawi memberikan
pengertian narapidana sebagai manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya
karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk

menjalani hukuman.*?

10 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum (Internasional — Indonesia), Wacana Intelektual, Jakarta, 2007,
Hal. 311.

11 Dwijaya Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika
Aditama, 2011, Hal. 67.

12 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010,
Hal. 59.
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3. Pengertian Narkotika

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika di dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa narkotika yaitu zat ataupun obat yang
berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,
yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam undang-undang narkotika tersebut.

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti
terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa
narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan

mempunyai bungan yang dapat menyebabkan orang jadi tidak sadarkan diri.*®

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang
dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang

menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.*

Narkotika yaitu suatu zat alami ataupun obat, sintetis maupun sintetis
yang menyebabkan dapat turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi
hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan

ketergantungna akan zat tersebut secara terus menerus. Misalnya narkotika yang

13 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,
203, hal. 35.
14 M. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 203, hal. 16.
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terkenal yaitu seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin dan lain-lain.*

D. Soedjono menyebutkan bahwasanya defenis dari narkotika yaitu
sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa
pengaruh terhadap anggota tubuh pemakai. Pengaruh tersebut dalam hal ini

berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).®

Narkotika ialah suatu obat yang merusak pikiran menghilangkan rasa
sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam
berbagai tingkat. Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu obat yang
dibutuhkan kesehatan untuk pengobatan suatu penyakit, tetapi kadang
menyebabkan efek samping misalnya kecanduan, kerusakan organ tubuh, bahkan

kematian.*’
Pembagian jenis-jenis narkotika dibagi dalam 3 kategori, kategori yakni :

1) Golongan 1, Jenis Narkotika oleh masyarakat dikenal secara umum
seperti ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dan lain-lain;
2) Golongan 11, Jenis Narkotika oleh masyarakat dikenal sebagai Morfin,

Pertidin, dan lain-lain;

3) Golongan 111, Jenis Narkotika dikenal dalam masyarakat seperti

Kodein, dan lain-lain.

15 Organisasi, “Arti Definisi Pengertian Narkotika”, http://organisasi.org/arti-definisi-

pengertian-narkotika, diakses tgl. 20 Oktober 2020.

16 D. Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung,
1997, hal. 5.

17 Anak Ciremai, “Pengertian Narkotika”, http://www.anakciremai.com/2008/04/created-nina-
eliyana-school-Ip2k-satya.html, diakses tgl. 20 Oktober 2012.
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4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman
pidana; penjara.®

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Pasal 1 ayat (3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1
ayat (10), Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.

G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang bertujuan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi

masalah dalam penelitian ini.

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan, https://kbbi.kata.web.id diakses
tanggal 2 Februari 2021.


https://kbbi.kata.web.id/
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Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.
Penelitian ini dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai
pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana

narkotika.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau
peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada
kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan
cuti bersyarat ternadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
Il A Binjai. Ditinjau dari perkembangan kehidupan dan perubahan-perubahan
transformatif yang cepat, maka untuk menata perkembangan dan perubahan
hukum (positif) tidak dapat berfungsi secara efektif. Dari berbagai masalah
kehidupan, cabang ilmu sosial dan terutama sosiologi perlu untuk ikut berperan
dalam menyelesaikannya kemudian hukum dikonsepsikan secara sosiologis

sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan.*®

19 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013,
hal. 25.
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3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan studi lapangan (field research) dan studi pustaka (library reaserach).
Studi pustaka yakni diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan
mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan
pustaka sedangkan studi lapangan yakni wawancara yang dilakukan dengan
narasumber, yakni dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, Amd.P, SH., sebagai

Kasubsi Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Binjai.

4. Jenis data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi

sumber data primer dan sumber data sekunder :
a. Data Primer

Bahan Hukum Primer, yakni data yang diperoleh melalui peraturan
perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013
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tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan
Cuti Bersyarat diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk
menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga
dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti
dan di bahas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang
meliputi analisis kualitatif yaitu cara menganalis data yang bersumber dari bahan
hukum berdasarkan kepada konsep, teori, Peraturan Perundang-Undangan,

Doktrin, Prinsip Hukum, Pendapat pakar atau meneliti sendiri.
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H. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan yang tediri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Il Dasar Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat
yang membahas tentang Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti
Bersyarat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberian Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018,
serta Alasan dan Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi

Narapidana Narkotika.

Bab Il Mekanisme Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Terhadap
Narapidana Narkotika Di Lapas Binjai yang membahas narapidana yang berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, faktor penghambat dalam
pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana narkotika di

lapas binjai dan mekanisme pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Bab IV Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Cuti
Bersyarat yang membahas tentang Hambatan dalam pemberian pembebasan
bersyarat, Hambatan dalam pemberian cuti bersyarat dan Upaya yang dilakukan

dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
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BAB 11
DASAR HUKUM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI BERSYARAT

A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Narapidana sebagai insan pada hakikatnya dan juga sumber daya manusia
yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi melalui suatu pembinaan. Dari
semua rangkaian proses penegakan hukum dari tingkat kepolisian sampai pengadilan,
pada dasarnya bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki dari dan sekaligus
menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak akan mengulangi
kembali tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat diterima
kembali di dalam lingkungan masyarakat, ikut serta dan berperan dalam kegiatan-

kegiatan secara wajar dan penuh tanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan bertujuan mengembalikan narapidana ke dalam
lingkungan masyarakat sebagai warga Negara yang baik untuk melindungi
masyarakat terhadap segala kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana,
serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila.?

20 Mochamad Sueb, dkk, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan,
Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2010, Hal. 126.
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Dalam sistem pemasyarakatan bahwa tidak semata-mata sebagai tujuan dari
pemidanaan melainkan juga merupakan suatu sistem serta tata cara pembinaan
terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang
terdapat dalam masyarakat yang pada nantinya narapidana memiliki keterampilan

dalam masyarakat.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali
perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikan sebagai warga masyarakat
yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pemahaman dalam mengenai fungsi pemidanaan bukan sekedar penjeraan,
tetapi merupakan sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social warga binaan
pemasyarakatan yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan supaya
menyadari kesalahannya dengan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindak

pidana yang telah dilakukan.?*

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan dalam upaya pembinaan
narapidana, usaha yang ditempuh adalah salah satu khususnya tentang pelaksanaan
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai bagian dari hak-hak warga binaan

pemasyarakatan.

21 1bid, Hal. 127.
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Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana setelah menjalani
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan,
berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 (Sembilan) bulan terakhir
serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.
Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana
kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana berkelakuan baik

dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya.

Sedangkan cuti bersyarat adalah proses pembinaan yang diberikan kepada
narapidana yang telah memenuhi persyaratan yakni telah menjalani minimal 2/3 (dua
pertiga) masa pidana dan di pidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan serta berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir

di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan seperti yang
telah diuraikan sebelumnya, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang merupakan hak-hak dari warga binaan
pemasyarakatan. Dasar hukum dalam pengaturan pemberian pembebasan bersyarat

dan cuti bersyarat sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

22 Yeni Widowati, dkk, Hukum Pidana, Lab. Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2011, Hal. 43.
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Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang
sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sehingga
diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas

dan Cuti Bersyarat.
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Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi
narapidana telah di atur®® sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap

narapidana yang menjalani pidana di rumah tahanan Negara, LPKA dan LPAS.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat, maka ketentuan aturan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun ketentuan yang dimaksud sebagai berikut :

1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04-
HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana

dan Anak Pidana;

2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 223); dan

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun
2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

2 bid.
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas
dan Cuti Bersyarat yang sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 810).

Pada dasarnya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah program
pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat
setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur

dalam Pasal 1 ayat (6) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah
ditetapkan kepada para terpidana yang kemudian dieksekusi oleh jaksa, maka salinan
putusan tersebut harus segera disampaikan oleh pengadilan negeri yang menangani
perkara tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan, di wilayah pengadilan negeri yang
telah memutuskan perkara pidana tersebut. Kemudian lembaga pemasyarakatan
tersebut menentukan atau menghitung masa hukuman setiap narapidana apakah telah
mencukupi atau tidak untuk diberikan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat
dengan hak-hak yang diberikan kepada masing-masing narapidana. Pemberian hak-
hak tersebut sebagai salah satu proses pembinaan narapidana yang sedang menjalani

pemidanaan.?*

24 Naming Ramdlon, HAM di Indonesia, Lembaga Kriminologi U, Jakarta, 2010, Hal. 8.
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B. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa penegakan
hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan
selanjutnya hingga terpidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.?® Di
lembaga pemasyarakatan setiap narapidana mempunyai hak-hak sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan melalui
pendidikan, rehabilitasi, dan reintergrasi. Sejalan dengan peran lembaga
pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas kemasyarakatan yang
melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana ditetapkan sebagai

pejabat fungsional penegak hukum.

Pada dasarnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, hak narapidana dapat di lihat dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi,

narapidana berhak :

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
Menyampaikan keluhan;

® a0 o

% gyaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana
Indonesia), Yogyakarta, Total Media, 2010, him. 145.
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Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu
lainnya;

Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;

Mendapatkan pembebasan bersyarat;
Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hak narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

sebagai berikut :

1.
2.

10.
11.
12.
13.

Hak ibadah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4,

Hak perawatan rohani dan perawatan jasmani diatur dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8,

Hak pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal

13,

Hak pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai
dengan Pasal 25,

Hak keluhan diatur dalam Pasal 26,

Hak bahan bacaan dan siaran media massa diatur dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 28,

Hak upah dan premi diatur dalam Pasal 29,

Hak kunjungan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33,

Hak remisi diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35,

Hak asimilasi dan cuti diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42,
Hak pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48,
Hak cuti menjelang bebas diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50,
Hak-hak lain diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.



28

Selain hak-hak tersebut terdapat juga kewajiban bagi narapidana berdasarkan
ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : narapidana berkewajiban mengikuti secara

tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Hak dan kewajiban narapidana sebagai tolak ukur berhasil tidaknya
pembinaan yang dilakukan oleh para petugas yang berada di lembaga pemasyarakatan
atau di rumah tahanan Negara kepada narapidana,?® dalam hal ini di Lapas Kelas 11 A
Binjai. Dari hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak
narapidana dan narapidana juga sadar selain adanya hak, juga mempunyai kewajiban
yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut

adanya kerjasama yang baik antara petugas yang berada di lapas dan para narapidana.

Dari penjelasan hak-hak dan kewajiban narapidana, berdasarkan salah satu
hak narapidana berdasarkan undang-undang tersebut terdapat pembebasan bersyarat
dan cuti bersyarat. Selain itu aturan hukum untuk pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat bagi narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tersebut dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih secara

umum diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

% 1bid.
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Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut pengaturan hukum
untuk pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana hanya diatur dalam
satu pasal dan satu ayat saja yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k yang menyatakan
narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan pengaturan lebih lanjut
maka pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam Permenkumham tersebut, pengaturan lebih lanjut dalam pemberian
pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 82 sampai Pasal 101 sedangkan
pengaturan lebih lanjut dalam pemberian cuti bersyarat diatur dalam Pasal 114

sampai Pasal 124.

Dalam konsideran Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, bahwa pemberian
hak-hak narapidana dalam hal ini khususnya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat
dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk
mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan
diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif

ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.?’

27 Dalam Konsideran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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C. Alasan dan Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Bagi Narapidana Narkotika

Syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap
narapidana narkotika berbeda dengan narapidana pada umumnya. Hal ini dapat dilihat
Sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terhadap alasan dan syarat pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat, syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika yang akan
mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tidak berbeda jauh dengan
narapidana kasus lainnya. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara, maka yang
dapat digolongkan menjadi syarat substantif?® yang harus dipenuhi oleh narapidana
narkotika pada umumnya yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat sebagai berikut :

1) Telah menunjukkan kesadaran, berbuat baik dan menyesali atas kesalahan
yang dilakukannya. Narapidana narkotika tersebut selama masa
pembinaan telah menunjukkan kesadaran, berbuat baik dan menyesal

penuh atas kejahatan yang dilakukannya.

2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

Selama masa pembinaan narapidana menunjukkan sifat-sifat baik, taat

28 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.
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beribadah, tidak mengganggu ketentraman warga binaan dan menuruti

semua peraturan lapas.

Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan
narapidana yang bersangkutan. Dalam hal ini narapidana mendapat
asimilasi kerja social, asimilasi ini bertujuan untuk mempersiapkan
kebebasan narapidana agar dapat diterima dengan baik dalam masyarakat.
Berbeda dengan narapidana pada umumnya yang bisa mendapat asimilasi
di luar lapas setiap hari kerja kemudian kembali ke lapas. Narapidana
narkotika hanya diperkenankan menjalani asimilasi di sekitar lapas tidak

di luar lapas.

Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Narapidana yang
bersangkutan  tidak membuat kekacauan yang mengakibatkan
terganggunya kegiatan pembinaan dan ketentraman warga binaan seperti
berkelahi dengan sesame narapidana, mencoba melarikan diri, selalu
mematuhi peraturan lapas dan tidak melakukan tindak pidana di dalam

Lapas.

Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana.
Adapun narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan bersyarat dan
cuti bersyarat yakni untuk pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana
narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana

tersebut menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
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dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun, dan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tidak kurang
dari 9 bulan. Sedangkan pemberian cuti bersyarat diberikan oleh
narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah
memenuhi syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan setelah narapidana tersebut menjalani paling sedikit 2/3 (dua

per tiga) masa pidana.

6) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan
bersemangat. Narapidana mengikuti semua program kegiatan pembinaan
yang diadakan di lapas dengan baik. Tidak hanya program pembinaan
akan tetapi juga program-program lainnya yang diadakan untuk warga

binaan seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya.

Selain harus memenuhi Alasan dan syarat adminitratif dalam pemberian
pembebasan bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 dapat diberikan
kepada narapidana yang dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun karena melakukan
tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika (Pasal 85) yang

telah memenuhi syarat apabila:

a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9
(Sembilan) bulan;

b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9
(Sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga)
masa pidana;
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c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana,;

Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan

f. Telah menjalani asimilasi paling sedikit ¥ (satu perdua) dari sisa masa
pidana yang wajib dijalani.

Dari ketentuan tersebut, syarat pemberian pembebasan bersyarat dibuktikan

dengan kelengkapan dokumen, yakni :2

a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar
tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak

hukum.

b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan.

c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala
Lapas.

d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dbuat oleh Pembimbing

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.

e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian
pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang

bersangkutan.

f. Salinan register F dari Kepala Lapas.

29 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.
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g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan

melanggar hukum dan

I. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial,
instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh

Lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :

1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan

perbuatan melanggar hukum dan

2) Membantu dan membimbing dan mengawasi narapidana selama

mengikuti program pembebasan bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan tersebut, tidak mendapatkan balasan dari
Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat

pemberitahuan tersebut dikirim dan pembebasan bersyarat tetap diberikan.

Dalam ketentuan Pasal 85 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, bahwa
pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana
narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat

sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 82 juga harus memenubhi syarat :

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
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Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9
(sembilan) bulan; dan

Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa
pidana yang wajib dijalani.

Sedangkan alasan dan syarat adminitratif dalam pemberian cuti bersyarat

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 dapat diberikan kepada narapidana

yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika

telah memenuhi syarat apabila :

a.
b.

Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan

Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Dari ketentuan tersebut, syarat pemberian cuti bersyarat dibuktikan dengan

kelengkapan dokumen, yakni :

Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan

pengadilan.

Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala

Lapas.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dbuat oleh Pembimbing

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.

Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti

bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.

Salinan register F dari Kepala Lapas.
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f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan

melanggar hukum dan

h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial,
instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh

Lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :

1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan

perbuatan melanggar hukum dan

2) Membantu dan membimbing dan mengawasi narapidana selama

mengikuti program cuti bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan tersebut, tidak mendapatkan surat balasan dari
Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat

pemberitahuan tersebut dikirim dan cuti bersyarat tetap diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara selain dari syarat tersebut, bagi narapidana
narkotika yang ingin mengajukan pembebasan besyarat dan cuti bersyarat harus
sudah mendapatkan justice collaborator (JC). JC adalah ketersediaan seorang pelaku
tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk
membongkar sebuah kejahatan atau kasus besar dalam hal peredaran tindak pidana

narkotika.
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Setelah semua persyaratan yang bersifat substantif dan administratif telah
terpenuhi oleh narapidana narkotika, maka narapidana tersebut dapat dinyatakan
bebas bersyarat dan cuti bersyarat. Narapidana yang telah dinyatakan bebas bersyarat
dan cuti bersyarat dialihkan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dengan kata lain
narapidana tersebut berada di bawah pengawasan BAPAS. Narapidana tersebut
dikenakan wajib lapor ke BAPAS secara rutin dengan jangka waktu yang telah

ditentukan hingga dinyatakan secara resmi.*°

30 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.
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BAB I11

MEKANISME PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS BINJAI

A. Narapidana Yang Berhak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana narkotika
seperti pada narapidana umumnya disebabkan oleh over capacity (penghuni lembaga
pemasyarakatan melebihi kapasitas) dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya
pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana bertujuan untuk
membangkitkan motivasi atau dorongan diri bagi narapidana ke arah pencapaian

tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan.!

Yang membuat narapidana bukan lagi dibuat jera, akan tetapi di bina
kemudian dimasyarakatkan. Tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan yang
dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak

pidana.

2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam

membangun bangsa dan negaranya.

31 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2010, him. 47.
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3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dapat
memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk pendidikan dan keterampilan
guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani
pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan

pemasyarakatan.?

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti bersyarat, cuti bersyarat yakni
narapidana akan kembali lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk
menyelesaikan masa hukumannya sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk

mengakhiri hukumannya.

Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat dan juga cuti bersyarat untuk
memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong
narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya di lembaga
pemasyarakatan seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan undang-undang dan
lainnya. Pada dasarnya baik itu pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat memberikan
kesempatan bagi narapidana pada umumnya dan khususnya bagi narapidana
narkotika untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa

waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

32 1bid.
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program
pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan

masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Setiap narapidana berhak mendapatkan hak-haknya dalam menjalani masa
pidananya di lembaga pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana serta keluarganya dan diberikan dengan
mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan

masyarakat.

Pada prinsipnya narapidana narkotika yang berhak mendapatkan pemberian
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat mengacu pada Permenkumham Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat, untuk memperoleh hak-haknya narapidana tersebut dalam mendapatkan
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus sesuai dengan ketentuan yang
memenuhi syarat-syarat substantif dan syarat administratif yang telah ditentukan

dalam peraturan tersebut.
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B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Bersyarat Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Binjai

Dalam pembinaan narapidana seperti yang diatur dalam Permenkumham
Nomor 3 Tahun 2018, perwujudannya berupa proses pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan
narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna bilamana memenuhi syarat-

syarat tertentu sebelum narapidana selesai menjalani masa pidananya.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat kepada narapidana narkotika berdasarkan teori Soerjono Soekanto adalah
bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, sebagai

berikut® :
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Dalam suatu proses penegakkan hukum, faktor hukum adalah salah satu
yang menentukan keberhasilan suatu penegakkan hukum. Namun tidak
terlaksananya penegakkan hukum dengan sempurna disebabkan karena
adanya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti
tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan
dsar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan maupun belum

adanya aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2010, hal. 8.



42

2) Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan
itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat penegak hukum yang
seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan
bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan hukum,
kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Hukum

diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Bila dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena
perlakuan atau sikap yang dipandang melampaui perbuatan atau
wewenang lainnya yang dianggap melunturkan wibawa dan cita penegak
hukum, hal tersebut disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat
penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum yang profesional
adalah yang bisa berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum,
dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum

dengan baik.®*

3 bid.
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3) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan

dan berlaku.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga
peran masyarakat dalam penegakkan hukum juga sangat menentukan.
Adanya derajat kepatuhan hukum dari masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Masyarakat yang
sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan
kewajiban, dengan demikian akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan

sesuai dengan aturan yang berlaku.

4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada hasrat manusia dalam pergaulan hidup

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana
seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah
suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai

apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.®
5) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakkan hukum

akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitasnya antara lain

% 1bid.
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sumber daya manusia, peralatan yang memadai, organisasi yang baik dan
sumber dana. Apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka

penegakkan hukum akan berjalan dengan baik.

Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah hak bagi setiap narapidana.
Narapidana narkotika yang menjalani hukuman pembinaan di Lapas Kelas Il A Binjai
berhak mendapatkan salah satu hak mereka yaitu berupa pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat ataupun lainnya. Walaupun demikian, pemberian hak pembebasan bersyarat
dan cuti bersyarat bagi narapidana narkotika tersebut tidaklah mudah. Dalam
pelaksanaannya ditemukan berbagai macam hambatan dalam pemenuhan hak

tersebut. Diantara hambatan tersebut diantaranya :

1) Proses pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang membutuhkan waktu

lama.36

Untuk bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat ada
sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Proses untuk
melengkapi syarat-syarat tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang
saling berhubungan yang dimulai dari tahap awal pembinaan sampai tahap
akhir pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang hingga terpenuhinya syarat

tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat yang

3 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.
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berwenang yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan berhak

mendapatkan pembebesan bersyarat dan cuti bersyarat.

Proses usulan tersebut untuk sampai ke pusat tentunya membutuhkan
waktu yang sangat lama. Dalam hal pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat sejak diusulkan oleh lapas sampai kepada terbitnya surat
keputusan tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut
sampai ke Lapas membutuhkan waktu hingga 3 (tiga) bulan. Padahal jika
melihat kepada aturan tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat,
maka dari usulan tersebut ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM RI membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari dan
diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan

HAM di Jakarta membutuhkan waktu 14 (empat belas hari).
2) Tidak terpenuhinya syarat subjektif.®’

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
narapidana narkotika yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat dan
cuti bersyarat. Syarat ini merupakan sikap dan perilaku narapidana
narkotika selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan
(Lapas). Narapidana tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat dan
cuti bersyarat jika tidak terpenuhi seperti berkelahi dengan narapidana

lainnya di dalam lapas, memakai narkotika, membuat keributan,

37 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.
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percobaan melarikan diri serta tidak menjalani program pembinaan

dengan baik.
3) Tidak terpenuhinya syarat administratif.

Merupakan faktor terbesar yang menyebabkan narapidana tidak dapat
diberikan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Di antara syarat
tersebut adalah tidak terpenuhinya surat pernyataan kesanggupan dari
pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, instansi
pemerintah atau swasta, sekolah dan dengan diketahui oleh pemerintah
daerah setempat sekurang-kurangnya kepala desa. Surat tersebut memuat
bahwa pihak yang akan menerima narapidana tersebut bersedia menerima
kembali narapidana yang bersangkutan untuk tinggal dialamatnya dan
menyanggupi penghidupan atas narapidana tersebut baik secara moril

maupun materil.

4) Vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh

kejaksaan.3®

Salah satu syarat khusus yang harus dipenuhi adalah salinan putusan
(vonis hakim) dari surat eksekusi jaksa. Vonis pengadilan dan eksekusi
jaksa merupakan pedoman bagi petugas lapas dalam melakukan

pencatatam terhadap identitas dan pidana yang akan dijalani oleh

38 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.
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narapidana narkotika selama berada di lapas. Dari hal tersebut sangat
penting terkait program pembinaan di lapas. VVonis dan eksekusi tersebut
nantinya akan digunakan untuk merencanakan program pembebasan

bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana.

Selain hal tersebut yang telah dijelaskan, selain surat pernyataan kesanggupan
dari pihak yang akan menerima narapidana tersebut, tidak adanya penjamin
narapidana tersebut menjadi faktor penghambat dalam pemberian pembebasan
bersyarat dan cuti bersyarat. Narapidana yang tidak pernah dijenguk keluarganya

membuat sulit untuk medapatkan penjamin dalam memperoleh haknya tersebut.®

C. Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Terhadap Narapidana Narkotika

Sebelum adanya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat terhadap narapidana narakotika haruslah ada pembinaan terlebih dahulu
agar dapat terwujudnya proses pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut.
Pembinaan narapidana narkotika dalam wujud tahap-tahapan proses pemasyarakatan
yaitu proses pembinaan yang termasuk didalamnya program-program perawat

kerohanian maupun jasmani.

Setiap pembinaan ada petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai petugas

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang bertugas untuk selalu memantau
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perkembangan narapidana narkotika yang berperilaku baik setelah menjalani 2/3 (dua
pertiga) masa pidana dan dapat diusulkan program reintegrasi kemasyarakatan. Salah
satu wujud pembinaan tersebut adalah pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang
merupakan salah satu hak narapidana narkotika yang harus berkelakuan baik dan

memenuhi persyaratan yang telah diberikan.*

Mekanisme dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada
Narapidana narkotika berbeda dengan narapidana pada umumnya. Hal ini
berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada umumnya berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 120 dalam Permenkumham
Nomor 3 Tahun 2018, pada umumnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi
pemasyarakatan tersebut merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang
terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan

Direktorat Jenderal.

Dalam Pasal 100, tata cara pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana
narkotika yakni, petugas pemasyarakatan mendata narapidana narkotika yang akan
diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan tersebut dilakukan terhadap syarat

pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen. Setelah itu
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kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di
Lapas dan kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa

pidana Narapidana berada di Lapas.

Berdasarkan Pasal 123, tata cara pemberian cuti bersyarat bagi narapidana
narkotika yakn petugas pemasyarakatan mendata narapidana narkotika dan prekursor
narkotika dan psikotropika yang diusulkan cuti bersyarat. Pendataan tersebut
dilakukan terhadap syarat pemberian cuti bersyarat dan kelengkapan dokumen.
Kelengkapan dokumen tersebut wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana
berada di Lapas dan kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per

dua) masa pidana.

Adapun mekanisme yang dilalui narapidana narkotika dalam proses
pengajuan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas Il A Binjai adalah
sebagai berikut :*

1) Registrasi

2) Tim Pengamat Kemasyarakatan

3) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mekanisme dalam pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat berawal dari
usulan yang diajukan oleh keluarga/wali narapidana ke bagian administrasi lapas
untuk selanjutnya di tinjau oleh pihak lapas bahwa narapidana narkotika yang

bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak. Selanjutnya usulan tersebut dilanjutkan
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dengan usulan kepada usulan ke kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM.
Kemudian usulan tersebut di proses di kantor tersebut, oleh Kantor Wilayah tersebut
usulan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum

dan HAM di Jakarta.*?

Sebagaimana halnya dalam usulan pembebasan bersyarat, maka cuti bersyarat
terhadap narapidana narkotika tersebut di proses di Direkrotal Jenderal
Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta. Bilamana usulan
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut disetujui maka barulah Jenderal
Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menandatangani Surat

Keputusan tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut.

Selanjutnya sebelum pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut
dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara,

maka ada beberapa hal yang wajib dilakukan antara lain :

1.  Memberikan petunjuk agar narapidana berperilaku positif di dalam

masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan.

2. Menandatangani surat untuk menjalani pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

3. Menyerahkan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat kepada Bapas dan membuat berita acara penyerahan yang

disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.
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BAB IV
HAMBATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT

DAN CUTI BERSYARAT

A. Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat
berdasarkan hasil wawancara terhadap narapidana narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas Il A Binjai yakni :*3

1. Untuk menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab
dijatuhi pidana. Hal tersebut membutuhkan perhatian dari para
petugas/pegawai Lapas Binjai agar lebih aktif memperhatikan setiap

narapidana sebagai penunjuk terlaksananya hal tersebut.

2. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan
semangat. Penunjuk berhasilnya para narapidana narkotika dalam
mengikuti program kegiatan pembinaan di Lapas Binjai tersebut didasari
dari sarana dan prasarana harus memadai serta didukung oleh Sumber

Daya Manusia yang handal dari para petugas/pegawai Lapas Binjai.

3. Untuk menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif.

Penunjuk terlaksananya hal tersebut adalah berawal dari para
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petugas/pegawai Lapas Binjai yang tetap memperhatikan setiap sikap dan
tingkah laku dari narapidana yang telah mengalami perubahan yang

bersifat positif.

4. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya. Para petugas/
pegawai Lapas Binjai harus tanggap akan keberadaan diri pribadi setiap
narapidana narkotika jika seandainya diberikan pembebasan dan cuti
bersyarat tersebut dapat merugikan atau membahayakan jiwa dari

narapidana, maka sebaiknya pembebasan bersyarat tidak perlu diberikan.

5. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
narkotika yang bersangkutan. Hal ini dapat terwujud jika program
pembinaan dalam reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan benar,
sehingga masyarakat di sekitar Lapas Binjai mendapat manfaat positif dari
program-program pembinaan yang diterapkan di Lapas Binjai.

6. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, pembinaan dan
pendidikan serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin untuk
pembebasan bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan)

bulan terakhir.**

Dari hasil wawancara tersebut, dalam pelaksanaan pemberian pembebasan

bersyarat bagi narapidana narkotika dapat juga sebagai hambatan dan kendala dalam
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pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Binjai. Seperti dalam hal tidak
menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya, tidak mengikuti program
kegiatan pembinaan yang telah ditentukan oleh Lapas Binjai, tidak menunjukkan
perkembangan budi pekerti dan moral positif, narapidana yang kemungkinan akan
terancam jiwanya, masyarakat tidak menerima program kegiatan pembinaan
narapidana narkotika yang bersangkutan dan juga tidak menunjukkan berkelakuan

baik selama menjalani masa pidana.*

Dari hal tersebut diatas, apabila jika seandainya narapidana narkotika tersebut
diberikan pembebasan bersyarat yang dapat merugikan atau membahayakan
masyarakat dan juga jiwa dari narapidana, maka sebaiknya pembebasan bersyarat

tidak perlu diberikan.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka narapidana berhak
mengajukan pembebasan bersyarat, hal tersebut tidak terkecuali bagi narapidana
narkotika. Saat ini di Lapas Kelas Il A Binjai pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019
dalam hal pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika, terdapat
18 orang narapidana narkotika yang berhasil mengajukan pembebasan bersyarat yang
menghuni Lapas Kelas Il A Binjai, sedangkan pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020

terdapat 25 orang narapidana narkotika yang berhasil mengajukan pembebasan
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bersyarat.*® Di antara para narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan

bersyarat hingga saat ini berdasarkan hasil wawancara belum ada yang ditolak.*’

Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di Lapas Kelas Il A Binjai, dari 18 orang
narapidana narkotika yang berhasil mengajukan pembebasan bersyarat, di ambil salah
satu data kasus narkotika oleh seorang narapidana narkotika bernama Armedi
berdasarkan putusan pengadilan yang menjalani masa hukuman selama 4 tahun 6
bulan, tanggal masuk dari 06 Juni 2016 dan tanggal bebas pada 21 Agustus 2019.
Dari pengajuan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana narkotika
tersebut, berarti bahwasanya narapidana narkotika tersebut menjalani masa hukuman
selama 3 tahun 2 bulan dari lamanya masa hukuman yang dijalani selama 4 tahun 6

bulan.

Sedangkan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Lapas Kelas Il A Binjai
dari 25 orang narapidana narkotika yang berhasil mengajukan pembebasan bersyarat,
diambil salah satu data kasus narkotika oleh seorang narapidana narkotika yang
bernama Ibnu Fuas yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa pidana
selama 4 tahun dimana tanggal masuk pada tanggal 9 Februari 2017 dan tanggal
keluar yakni 4 Februari 2020. Dari pengajuan pembebasan bersyarat yang diajukan

oleh narapidana narkotika tersebut, berarti bahwasanya narapidana narkotika tersebut
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menjalani masa hukuman selama 3 tahun dari lamanya masa hukuman yang dijalani

selama 4 tahun.

Dari kasus narkotika yang dijalani oleh narapidana narkotika sesuai dengan
lamanya masing-masing hukuman, dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada
narapidana tersebut didasarkan pertimbangan dikarenakan selama menjalani masa
hukuman menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi
pidana, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat,
menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, dan berkelakuan baik

selama menjalani masa pidana.

Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana
narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana tersebut
menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana
dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan 2/3

(dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan.*®

Wewenang dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut ada
pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang
pelaksanaannya didelegasikan kepada setiap Kepala Kantor Wilayah Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika

tersebut tidak boleh diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen
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Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat terhadap narapidana narkotika tersebut dilaksanakan diluar dari ketentuan
yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan
sanksi administratif dan bahkan juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan

besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.*®

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika

bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah

pencapaian tujuan pembinaan;

2. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam

penyelenggaraan pemasyarakatan.

3. Memberi kesempatan pada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan
guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah

bebas menjalani pidana.

Narapidana narkotika selama dalam masa bebas bersyarat wajib mentaati
segala macam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum dan tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali telah
mendapatkan ijin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Narapidana tersebut juga diwajibkan bersedia melakukan tes urin secara berkala.

4 Suandi Fernando Pasaribu, Pembebasan Bersyarat Bagi Penyalahguna Narkotika di
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him. 73
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Apabila selama masa pembebasan bersyarat, narapidana narkotika yang
melanggar aturan maupun melakukan tindak pidana lainnya, maka program
pembebasan bersyarat yang telah/sedang dijalani oleh narapidana narkotika tersebut
dibatalkan. Narapidana tersebut diharuskan kembali ke lapas dan kembali menjalani
sisa masa pidana sebagaimana seharusnya dengan ketentuan selama narapidana

narkotika tersebut berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa pidana.

Pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana residivis, Yyaitu
narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa dan di hukum dengan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengulangi
kembali perbuatan tindak pidana tersebut setelah menjalani masa pidana sebelumnya.
Narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa (residivis) kehilangan

hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.>

Dalam hal pembatalan pembebasan bersyarat, Kepala Lapas dapat
membatalkan usulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana. Usulan
pemberian tersebut dibatalkan apabila Narapidana melakukan: tindak pidana,
pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F, dan/atau
memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan berdasarkan Pasal
133. Pembatalan tersebut berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan
Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada

Kepala Kantor Wilayah.

%0 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.



58

Dalam hal pencabutan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 138, bahwa
Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian
pembebasan bersyarat terhadap Narapidana. Direktur Jenderal mengirimkan salinan

Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.
Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan berdasarkan:>!

a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai

tersangka/terpidana; dan
b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas Yyang
membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas

yang membimbing; dan/atau

4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan Yyang

ditetapkan oleh Bapas.

Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan

pelanggaran syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 139 huruf a maka:

a. Untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah
dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi; dan
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b. Untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak
dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan

c. Selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan
pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan
Remisi;

b. Untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak
dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan

c. Selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Tata cara pencabutan pembebasan bersyarat yakni Petugas pemasyarakatan
pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan
keputusan, pemeriksaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan hasil pemeriksaan

disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas.>?

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pengamat pemasyarakatan Bapas
melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada
Kepala Bapas. Dalam hal Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan
tersebut Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

Kepala Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Pembebasan
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Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi

dengan alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan. 3

Dengan demikian syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat bagi
narapidana narkotika di Lapas Kelas Il A Binjai terdiri dari syarat umum dan syarat
Khusus. Syarat umum merupakan segala hal yang harus dipenuhi oleh narapidana
narkotika yang berhubungan dengan sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Sikap
dan perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan perilaku narapidana yang
berubah menjadi lebih baik yang membuktikan kesadaran narapidana akan kesalahan
dan kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan syarat khusus adalah berbagai
macam berkas-berkas ataupun dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan

pembebasan bersyarat.

B. Hambatan Dalam Pemberian Cuti Bersyarat

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya hambatan dan kendala dalam
pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas Il A Binjai pada umumnya hampir sama
dengan hambatan dan kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat. Dalam hal ini
telah dijelaskan pula yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian cuti

bersyarat.>*
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Dalam hal ini tujuan dari pemberian cuti bersyarat sama halnya dengan
pembebasan bersyarat dan juga dalam pelaksanaannya, yakni untuk menunjukkan
kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana, berhasil
mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat, menunjukkan
perkembangan budi pekerti dan moral positif, masyarakat dapat menerima program
kegiatan pembinaan narapidana narkotika yang bersangkutan dan berkelakuan baik

selama menjalani masa pidana.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka narapidana berhak
mengajukan cuti bersyarat, hal tersebut tidak terkecuali bagi narapidana narkotika.
Saat ini di Lapas Kelas Il A Binjai pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019 dalam hal
pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika, terdapat 8 orang narapidana
narkotika berhasil mengajukan cuti bersyarat yang menghuni Lapas Kelas Il A Binjali,
sedangkan pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terdapat 5 orang narapidana
narkotika yang berhasil mengajukan cuti bersyarat.>® Di antara para narapidana
narkotika yang mengajukan cuti bersyarat hingga saat ini berdasarkan hasil

wawancara belum ada yang ditolak.®

Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di Lapas Kelas Il A Binjai, dari 8 orang
narapidana narkotika yang berhasil mengajukan cuti bersyarat, di ambil data kasus

narkotika oleh salah satu narapidana narkotika bernama Deri Anto yang menjalani

% Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
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hukuman putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 tahun 6
bulan. Tanggal masuk dari menjalani masa pidana pada tanggal 18 Januari 2019 dan
tanggal bebas pada 19 Desember 2019. Dari pengajuan cuti bersyarat yang diajukan
oleh narapidana narkotika tersebut, berarti bahwasanya narapidana narkotika tersebut
menjalani masa hukuman selama 11 bulan dari lamanya masa hukuman yang dijalani

selama 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Lapas Kelas Il A Binjali
dari 5 orang narapidana narkotika yang berhasil mengajukan cuti bersyarat, diambil
salah satu data kasus narkotika oleh seorang narapidana narkotika yang bernama
Leonardo Brama Putra yang menjalani hukuman putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap selama 1 tahun 2 bulan. Tanggal masuk dari menjalani
masa pidana pada tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal bebas pada 19 Oktober 2020.
Dari pengajuan cuti bersyarat yang diajukan oleh narapidana narkotika tersebut
bahwasanya narapidana narkotika tersebut menjalani masa hukuman selama 9 bulan

dari lamanya masa hukuman yang dijalani selama 1 tahun 2 bulan.

Dari kasus narkotika yang dijalani oleh narapidana narkotika sesuai dengan
lamanya masing-masing hukuman, dalam pemberian cuti bersyarat kepada
narapidana tersebut didasarkan pertimbangan dikarenakan selama menjalani masa
hukuman menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi

pidana, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat,



63

menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, dan berkelakuan baik

selama menjalani masa pidana.

Dalam hal pemberian cuti bersyarat diberikan oleh narapidana narkotika
dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat yakni di pidana
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah narapidana tersebut
menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Wewenang dalam
pelaksanaan pemberian cuti bersyarat tersebut ada pada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada setiap
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.®’

Pelaksanaan pemberian cuti bersyarat ternadap narapidana narkotika tersebut
tidak boleh diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Namun apabila pelaksanaan pemberian cuti bersyarat terhadap
narapidana narkotika tersebut dilaksanakan diluar dari ketentuan yang berlaku, maka
pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif
dan bahkan juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya

kesalahan yang telah dilakukan.%®

Narapidana narkotika selama dalam masa cuti bersyarat wajib mentaati segala

macam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak melakukan perbuatan melanggar
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hukum dan tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali telah
mendapatkan ijin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Narapidana tersebut juga diwajibkan bersedia melakukan tes urin secara berkala.

Apabila selama masa cuti bersyarat narapidana narkotika yang melanggar
aturan maupun melakukan tindak pidana lainnya, maka program cuti bersyarat yang
telah/sedang dijalani oleh narapidana narkotika tersebut dibatalkan. Narapidana
tersebut diharuskan kembali ke lapas dan kembali menjalani sisa masa pidana
sebagaimana seharusnya dengan ketentuan selama narapidana narkotika tersebut

berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa pidana.

Sama halnya dengan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat tidak berlaku bagi
narapidana residivis, yaitu narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana
serupa dan di hukum dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, kemudian mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut setelah
menjalani masa pidana sebelumnya. Narapidana yang sudah pernah melakukan tindak

pidana serupa (residivis) kehilangan hak untuk mendapatkan cuti bersyarat.>®

Dalam hal pembatalan cuti bersyarat, Kepala Lapas dapat membatalkan
usulan pemberian cuti bersyarat terhadap Narapidana. Usulan pemberian tersebut
dibatalkan apabila Narapidana melakukan: tindak pidana, pelanggaran tata tertib di
dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F, dan/atau memiliki perkara pidana

lain yang sedang dalam proses peradilan berdasarkan Pasal 133. Pembatalan tersbeut

%9 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
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berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan

kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal pencabutan cuti bersyarat, berdasarkan Pasal 138 bahwa Direktur
Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian cuti bersyarat
terhadap Narapidana. Direktur Jenderal mengirimkan salinan Keputusan Pencabutan
Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah. Pencabutan Cuti Bersyarat dilakukan

berdasarkan:

a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai
tersangka/terpidana; dan

b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas Yyang
membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas
yang membimbing; dan/atau

4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang
ditetapkan oleh Bapas.

Tata cara pencabutan cuti bersyarat yakni petugas pemasyarakatan pada Bapas
melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan keputusan,
pemeriksaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan hasil pemeriksaan disampaikan

kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pengamat pemasyarakatan Bapas
melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada
Kepala Bapas. Dalam hal Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan

tersebut Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Cuti Bersyarat. Kepala
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Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Cuti Bersyarat kepada
Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi dengan alasan dan

berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan.®°

Dengan demikian syarat dalam mengajukan cuti bersyarat bagi narapidana
narkotika di Lapas Kelas Il A Binjai terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umum merupakan segala hal yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika
yang berhubungan dengan sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Sikap dan
perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan perilaku narapidana yang
berubah menjadi lebih baik yang membuktikan kesadaran narapidana akan kesalahan
dan kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan syarat khusus adalah berbagai
macam berkas-berkas ataupun dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan

cuti bersyarat.

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Bersyarat

Upaya narapidana narkotika Lapas Binjai untuk pemberian pembebasan
bersyarat dan cuti bersyarat yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan akan
memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun
keluarganya yang dating berkunjung, juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-

wali narapidana yang diangkat menjadi petugas. Hal tersebut menjadi pendorong bagi

60 Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas Il A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar,
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narapidana tersebut dalam kesadaran yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan
dan perbuatannya berdekatan dengan narkotika di dalam lapas maupun nantinya

setelah kembali kepada keluarganya.®!

Wali sebagai tempat konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan
dalam pembinaan juga mensosialisasikan mekanisme yang dilakukan narapidana
narkotika di Lapas Binjai, peran keluarga ketika narapidana narkotika diusulkan
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dan pihak Lapas Binjai juga memberikan

penjelasan tulisan atau berbicara langsung.%?

Lamanya proses pengajuan yang menjadi kendala dalam pemberian
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, dari hal tersebut berdasarkan hasil
wawancara dikarenakan adanya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui satu
persatu untuk memenuhi syarat khusus. Mulai sejak narapidana diberitahukan bahwa
dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti
bersyarat. Saat itu keluarga atau wali atau penjamin narapidana harus menyiapkan
surat jaminan. Kemudian selanjutnya dimintakan ke Balai Pemasyarakatan untuk
mengirim pembimbing kemasyarakatan untuk membimbing narapidana, keluarga

narapidana dan lingkungan tempat tinggalnya.®3
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Adapun beberapa kendala untuk pemberian pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat sebagai berikut :54

1.

Peraturan perundang-undangan

Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terlaiu rumit
dan prosesnya sangatlah memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya

mendapatkan putusan diterima atau ditolak juga sangat lama.

Kendala dari keluarga. Keluarga biasanya menjadikannya penjamin
narapidana untuk dapat mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat,
apabila narapidana tersebut tidak memiliki penjamin maka narapidana tidak

bisa mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Melanggar hukum disiplin dalam Lapas Binjai yang menyebabkan narapidana

tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kendala yang berasal dari narapidana, yakni dari narapidana itu sendiri dalam

pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Kendala warga masyarakat, masih kurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap narapidana, sehingga pihak lurah atau kepala desa setempat kadang
mempersulit atau menolak narapidana tersebut untuk mengajukan
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dikarenakan dapat membuat
masyarakat menjadi tidak nyaman dengan kembalinya narapidana tersebut ke

lingkungan.
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Dari faktor hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di Lapas Kelas Il A Binjali,

terdapat berbagai upaya yang dapat diatasi antara lain :

1. Melakukan sosialisasi tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti

bersyarat bagi para narapidana.®®

Sosialisasi dilakukan oleh para petugas/pegawai Lapas Kelas Il A Binjai
dengan cara memberitahukan dari sejak awal kepada seseorang yang telah
ditetapkan kepada narapidana, bahwa di Lapas Kelas Il A Binjai narapidana
mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat. Sehingga dengan adanya pemberitahuan dari sejak awal tersebut,
maka pihak narapidana dapat menjaga sikap dan perilaku serta aturan-aturan

yang ada selama berada dalam Lapas Kelas Il A Binjai.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan

bersyarat dan cuti bersyarat.%®

Pihak Lapas Kelas Il A Binjai harus berupaya mensosialisasikan kepada
masyarakat atau kepada pihak keluarga dari para narapidana bahwa mereka
mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan besyarat dan cuti
bersyarat. Sehingga masyarakat dapat lebih kooperatif dalam menerima para

narapidana dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para
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narapidana tersebut.

Hal tersebut bisa di lihat dengan adanya kerjasama antara pihak Lapas Kelas
Il A Binjai dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak lurah dan camat
setempat. Hal tersebut dilakukan agar narapidana tidak mengulangi tindak

pidana.
3. Melakukan pengambilan kutipan putusan hakim (vonis)®’

Pihak Lapas Kelas Il A Binjai harus melakukan pengambilan kutipan
putusan hakim (vonis) untuk menjaga agar hak-hak dari narapidana tersebut

dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dan tata cara dalam pemberian pembebasan bersyarat
dan cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3
Tahun 2018 serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Pembebasan
bersyarat sebagai proses pembinaan narapidana setelah menjalani sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan,
berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 (Sembilan)
bulan terakhir serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun

dan bersemangat.

Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan
narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong
narapidana berkelakuan baik dalam lembaga pemasyarakatan selama
menjalani masa pidananya. Sedangkan cuti bersyarat yakni proses
pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi
persyaratan yakni telah menjalani minimal 2/3 (dua pertiga) masa pidana
dan di pidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan serta berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir

di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
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2. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dapat memberikan
kesempatan terhadap narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna
mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas
menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam
penyelenggaraan pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat berbeda dengan
cuti bersyarat, cuti bersyarat yakni narapidana akan kembali lagi ke dalam
lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya

sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

Pada prinsipnya narapidana narkotika yang berhak mendapatkan pemberian
pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat mengacu pada Permenkumham
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, untuk memperoleh hak-haknya
narapidana tersebut dalam mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat harus sesuai dengan ketentuan yang memenuhi syarat-syarat
substantif dan syarat administratif yang telah ditentukan dalam peraturan

tersebut.

3. Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana
narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana
tersebut menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)

dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-
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kurangnya 1 (satu) tahun, dan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tidak kurang
dari 9 bulan. Sedangkan pemberian cuti bersyarat diberikan oleh narapidana
narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi
syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
setelah narapidana tersebut menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa

pidana.

Wewenang dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat tersebut ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada setiap
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia.

B. Saran

1.

2.

3.

Agar dalam pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti
bersyarat lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, mengingat kasus narkotika

dapat mengancam generasi bangsa.

Agara pengawas/Pembina Lapas juga harus sangat memperhatikan perilaku
narapidana narkotika yang sudah berubah menjadi lebih baik dari

sebelumnya.

Agar upaya narapidana narkotika di Lapas Binjai untuk pemberian

pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat lebih diperhatkan jadwal
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pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat karena masih didapati
narapidana yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai narapidana, maka
petugas harus sering mendata narapidana dalam memberikan pemenuhan

masing-masing haknya.
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